
PENETAPAN RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH 
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU 
 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR  4 TAHUN 2025 TENTANG 
PENETAPAN RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH 
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU 
 
ABSTRAK : bahwa untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; bahwa berdasarkan Berita 
Acara Pleno Nomor 014/PW.02-BA/2/2025 Tanggal 9 Januari Tahun 2025 Tentang 
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Dan Rencana Aksi Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan 
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Rencana Aksi Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum InI adalah Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan 
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 444); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 826); Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 
Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 
Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota. 



CATATAN : - Keputusan   KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 
Januari 2025 

-  Lampiran 6 Halaman 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


